
BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
NOMOR    4    TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 

KABUPATEN PONOROGO   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang  : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten 
Ponorogo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 
meningkatkan pelayanan dalam hal pengelolaan dan 
penyediaan air minum bagi masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan
penguatan kelembagaan melalui penyiapan regulasi yang taat
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
kedudukannya lebih tinggi;

c. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum
dalam penggunaan laba Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Ponorogo serta menindaklanjuti rekomendasi dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Kabupaten Ponorogo perlu untuk dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
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Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6405);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 700);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja
Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten
Ponorogo (Lembaran Daerah kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2020 
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN  PONOROGO. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum 
Daerah air Minum Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai 
berikut : 

1. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 63 

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum diatur dalam
anggaran dasar.

(2) Penggunaan laba Perumda Air Minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a. pemenuhan dana cadangan;
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas

pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha
perintisan Perumda Air Minum;

c. dividen yang menjadi hak Daerah;
d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
e. bonus untuk pegawai; dan/atau
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air
Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan
kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha
perintisan Perumda Air Minum setelah dana cadangan
dipenuhi.

(4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan
setiap tahun oleh KPM.

2. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 64 

(1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu
dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
modal Perumda Air Minum.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air
Minum mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh
persen) dari modal Perumda Air Minum hanya dapat
digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.
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(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan
dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan
Perumda Air Minum.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana
cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

3. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 65 

Dividen Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah 
merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. 

4. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65A 

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus
untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba
bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan
kinerja Perumda Air Minum dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 10 Juli 2023 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 



Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 10-07-2023 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 
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AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 4. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINS! 
JAWA TIMUR: 69- 4/2023 

N HUKUM 
DAERAH 

05 199303 1 003 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
NOMOR     4     TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  

KABUPATEN PONOROGO   

I. UMUM.

Salah satu kebutuhan yang penting dan pokok bagi manusia adalah air,
yang dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi atau dalam melakukan
aktifitas sehari-hari, untuk keperluan itu Pemerintah Daerah membentuk
Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Ponorogo dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 1992 yang lapangan usahanya memberi pelayanan
pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat. Memperhatikan
perkembangan pelayanan yang menunjukkan bahwa ketersediaan air untuk
keperluan rumah tangga, kebutuhan usaha dan lainnya mengantar
keberadaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum menjadi semakin penting.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan untuk
memberikan kepastian hukum, hal  yang berkaitan dengan penggunaan laba
diatur dalam anggaran dasar perusahaan, selain itu kewenangan dalam
menetapkan besaran penggunaan laba menjadi kewenangan sepenuhnya
Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah. Sehubungan
dengan hal tersebut beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur penggunaan laba perusahaan
perlu ditinjau dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa
ketentuan yang perlu penyesuaian adalah Pasal 7, Pasal 63, Pasal 64, Pasal
65 dan penambahan pasal baru yakni Pasal 65A.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal  I
Angka 1 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Angka 2 
Pasal 64 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 
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Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan keperluan Perumda Air 
Minum adalah keperluan dalam kerangka untuk 
peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas 
pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha 
perintisan. 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Angka 3 
Pasal 65 

Cukup jelas 
Angka 4 

Pasal 65A 
Cukup jelas 

Pasal  II 
Cukup jelas. 

---------------------------- 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 10. 
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